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LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, RISTEKDIKTI , BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)

Tahun Sidang : 2015 -2016.

Masa Persidangan ke- .1 (satu).

Sifat Rapat . Terbuka.

Jenis Rapat . Rapat Dengar Pendapat

Dengan . Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI.

Hari/Tanggal : Sabtu, 19 September 2015.

Pukul : 14.15 - 20.05 WIB.

Tempat :  Grand Kemang Hotel, Jakarta

Pimpinan Rapat Ir. HM. Ridwan Hisjam/Wakil Ketua Komisi X
DPRRI.

Sekretaris Rapat . Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset Komisi X DPRRI.

A 1. Pembahasan RKA K/L 2016;

cara i

2. Lain-lain.

Hadir . 33 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.15 WIB oleh
Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ir. H.M. Ridwan Hisjam, setelah kuorum tercapai
sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka
untuk umum sesuai pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Dirjen
Dikdasmen Kemendikbud Rl serta menampung pertanyaan dan saran dari
Anggota Komisi X DPR RI.

. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Komisi X DPR RI belum menyetujui pagu anggaran (sementara) Ditjen
Dikdasmen Kemendikbud RI RAPBN TA 2016 sebesar
Rp27.827.598.662.000,- (Dua puluh tujuh triliun delapan ratus dua puluh
tujuh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh
dua ribu rupiah) yang diusulkan ke beberapa program yaitu:



NO PROGRAM PAGU (RP)

1 | Pembinaan Sekolah Dasar 7.101.000.000.000
2 | Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 6.611.000.000.000
3 | Pembinaan Sekolah Menengah Atas 5.178.649.560.000
4 | Pembinaan Sekolah Menengah Kejuaruan 6.508.350.440.000
5 | Pembinaan Pendidikan Khusus & Layanan Khusus 850.000.000.000
6 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 392.216.662.000
7| Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 1.186.382.000.000

Total | 27.827.598.662.000

B. Komisi X DPR RI memberikan beberapa masukan untuk dijadikan rujukan
dalam usulan perbaikan antara lain:
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Beberapa kebijakan yang perlu dikaji ulang antara lain:

a. Basis Data Terpadu (BDT) untuk anak usia sekolah tidak bersekolah
sejumlah 4.907.038 anak perlu divalidasi datanya.

b. DAK Pendidikan TA 2016 dan DAK Pendidikan tahun sebelumnya
yang tidak terserap diprioritaskan untuk program akses dan mutu
dengan komposisi untuk fisik 60% dan mutu 40%.

c. Untuk mewujudkan pelaksanaan program wajar pendidikan 12
tahun, mekanisme pencairan dana BOS harus terjadwal secara
jelas.

d. Perlunya akselerasi pendidikan di daerah 3T.

Terhadap usulan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2016 untuk
anak usia sekolah tidak sekolah sejumlah 4.907.038 anak, Komisi X
DPR RI sepakat dengan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI untuk
dibahas pada rapat kerja yang akan datang.

PENUTUP.
Rapat ditutup pada pukul 20.05 WIB.

IR. H.M. RIDWAN HISJAM




